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ABSTRAK

Dalam kasus berhentinya operasi bisnis PepsiCo di Myanmar pada tahun
1997 dapat dilihat bahwa perusahaan multinasional tak lagi hanya dikontrol
oleh mekanisme pasar namun masyarakat pun dapat mempengaruhi perilaku
perusahaan multinasional terlepas dari disparitas kekuatan yang besar
antara masyarakat dengan PepsiCo. Keberhasilan masyarakat sipil global
dalam mendorong berhentinya operasi bisnis yang dijalankan oleh PepsiCo di
Myanmar didukung oleh pengaplikasian strategi transnational advocacy
networks dan strategi corporate campaign. Strategi transnational advocacy
networks memberikan kemampuan bagi masyarakat sipil global untuk
menjalankan politik informasi, leverage politics dan juga politik akuntabilitas.
Di sisi lain, strategi corporate campaign berhasil mempengaruhi reputasi dari
perusahaan PepsiCo melalui taktik regulasi, legislatif, politik, finansial,
komerisal dan hubungan publik sehingga PepsiCo memutuskan untuk
menghentikan operasi bisnisnya di Myanmar. 

Kata kunci: PepsiCo, Myanmar, Masyarakat Sipil Global, Strategi,
Perusahaan Multinasional, Jaringan, Reputasi

The case of cessation of PepsiCo's business operations in Myanmar in 1997 can
be seen that multinational companies are no longer only controlled by market
mechanisms but people can affect the behavior of multinational companies
regardless of the disparity in power between the people with PepsiCo. The
success of a global civil society in encouraging the cessation of business
operations run by PepsiCo in Myanmar supported by the application of the
strategy of transnational advocacy networks and corporate strategy
campaign. The strategy of transnational advocacy networks provide the
ability for global civil society to carry out political information, leverage
politics and accountability politics. On the other hand, the corporate strategy
of the campaign had been successful in influencing the reputation of the
company PepsiCo through tactics regulatory, legislative, political, financial,
commercial and public relations therefore PepsiCo decided to closed its
business operations in Myanmar.

Keywords: PepsiCo, Myanmar, Global Civil Society, Strategy, Multi national
Corporation, Network, Reputation
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PepsiCo merupakan salah satu dari perusahaan makanan dan minuman
yang terbesar di dunia dengan produksi dan penjualan 22 merk
makanan, makanan ringan dan minuman yang bernilai 65 milliar US$ di
tahun 2012 dengan produk-produk seperti Pepsi-Cola, Gatorade,
Tropicana, Lipton, Mountain Dew, Quaker Oats, Lays dan Cheetos yang
dijual di 200 negara. Di tahun 1997, PepsiCo menyatakan untuk keluar
atau menghentikan bisnisnya di Myanmar. Konferensi pers yang
dilakukan oleh PepsiCo menyatakan bahwa alasan PepsiCo keluar dari
Myanmar disebabkan oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang
pada saat itu memberlakukan larangan bagi perusahaan-perusahaan 
multinasional yang berasal dari Amerika Serikat untuk berinvestasi di
Myanmar. 

Beberapa sanksi ekonomi kepada Myanmar telah dijalankan oleh
beberapa negara seperti Amerika Serikat sejak tahun 1988 dan Uni
Eropa di tahun 1996 namun, kebijakan-kebijakan yang diambil tersebut
hanya terbatas pada embargo senjata dan seluruh bantuan
non-humaniter dan di tahun 1997 barulah muncul kebijakan untuk
melarang segala bentuk investasi di Myanmar oleh warga negara
Amerika Serikat. Terkait sanksi pada Myanmar, World Trade
Organization (WTO) pada dasarnya menjunjung tinggi perdagangan
bebas tanpa batas terhadap seluruh negara-negara anggotanya dan
dalam hal ini sanksi-sanksi ekonomi yang dijalankan oleh Uni Eropa
ataupun Amerika Serikat sebenarnya dapat bertentangan dengan
mekanisme-mekanisme yang dimiliki oleh WTO seperti dengan prinsip
Most Favoured Nation (MFN), General Elemination on Quantitative
Restriction, dan juga prinsip-prinsip National Treatment. Walaupun
demikian, sanksi ekonomi yang dikenakan terhadap Myanmar tidak
pernah dibahas oleh WTO dikarenakan pemerintah junta militer
Myanmar tidak pernah membawa isu ini kepada WTO.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menjadi alasan dari PepsiCo
menghentikan operasi bisnisnya di PepsiCo yang terwujud dalam
Executive Order Presiden Clinton di tahun 1997 pada kenyataannya
didorong oleh tekanan dari tingkat ‘grassroots’ yaitu gerakan
masyarakat sipil global. Masyarakat sipil global menuntut PepsiCo
menghentikan operasi bisnisnya di Myanmar hingga pemerintahan
demokratis di Myanmar dijalankan dimana tuntutan ini dilakukan
melalui aksi boikot terhadap produk-produk PepsiCo. 

Strategi menjadi sesuatu yang esensial bagi masyarakat sipil global
dalam mencapai keberhasilannya dalam mendorong berhentinya segala
operasi bisnis PepsiCo di Myanmar. Strategi hanya dapat digunakan
apabila terdapat kepercayaan bahwa terdapat kemungkinan untuk
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memanipulasi dan membentuk situasi dan kondisi tertentu dibanding
menerima menjadi korban dari situasi dan kondisi yang tidak dapat
dikontrol. Dalam kasus yang diangkat penulis, dapat dilihat bahwa
masyarakat sipil global berada dalam kondisi dan situasi yang tidak
menguntungkan dalam beberapa aspek. Pertama, tidak adanya
peraturan internasional yang mengatur mengenai etika bisnis
internasional untuk tidak menjalankan operasi bisnis dalam
negara-negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia ataupun
dalam negara-negara yang berada di bawah pemerintahan opresif pada
saat itu bahkan organisasi internasional yang bertanggung jawab
terhadap perdagangan internasional bergerak dengan prinsip-prinsip
perdagangan bebas dan minimalisasi barriers ataupun tarif dan segala
bentuk penghalang perdagangan bebas lainnya. Kedua, aksi masyarakat
sipil global banyak berasal dari Amerika Utara dan Uni Eropa, namun
negara-negara ini tidak memiliki peraturan yang spesifik melarang
perusahaan untuk melakukan operasi bisnis di negara-negara dengan
pemerintahan opresif kecuali untuk embargo senjata dan
bantuan-bantuan non-humaniter. Dapat dilihat kemudian bahwa disini,
masyarakat sipil global dalam tuntutannya agar PepsiCo menghentikan
operasi bisnis PepsiCo tidak memperoleh dukungan yang kuat dan
cenderung akan kalah dan menjadi korban atas situasi-situasi tersebut.
Terlepas dari ketidakseimbangan kekuatan yang dimilikinya,
masyarakat sipil global mampu memaksa agar PepsiCo memenuhi
tuntutan yang diajukan.

PepsiCo dan Junta Militer di Myanmar

Sejak merdekanya Myanmar di tahun 1947, Myanmar telah menghadapi
instabilitas politik seperti munculnya perlawanan-perlawanan dari
kelompok-kelompok komunis yang kemudian mendorong munculnya
intervensi dari tentara China di tahun 1950. Instabilitas politik yang
terjadi di Myanmar berujung kepada kudeta militer yang dijalankan oleh
Jenderal Ne Win di tahun 1962 dan menjadi awal dari junta militer di
Burma. Dalam pemilu yang dijalankan di tahun 1990, partai National
League for Democracy (NLD) memenangkan pemilu namun dinyatakan
tidak sah oleh pemerintahan Ne Win dan disertai dengan penangkapan
dan penahanan banyak anggota dan pemimpin dari NLD termasuk Aung
San Suu Kyi, pemimpin partai NLD yang menjadi tahanan rumah sejak
tahun 1989. Pemerintahan junta militer di Myanmar kemudian
dipegang oleh sebuah dewan pemerintahan bernama State Law and
Order Restoration Council (SLORC). 

PepsiCo mulai menjalankan bisnis di Myanmar pada tahun 1990 melalui
kesepakatan dengan perusahaan pembuat botol di Myanmar yaitu
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Myanmar Golden Star Inc. dan membentuk perusaahaan gabungan
bernama Pepsi-Cola Myanmar (PPM) dengan saham yang dimiliki oleh
PepsiCo sebesar 40 persen. Perusahaan rekanan PepsiCo tersebut
merupakan milik dari Thein Tun yang merupakan pendukung junta
militer di Myanmar yang seringkali melakukan pelanggaran hak asasi
manusia. Keterlibatan PepsiCo dengan pemerintahan junta militer di
Myanmar ini lah yang menjadi penyebab dari munculnya gelombang
aksi terhadap PepsiCo. Kehadiran PepsiCo di Myanmar sebenarnya
memiliki kontribusi yang kecil dalam total keuntungan global yang
didapat oleh PepsiCo. Pada tahun 1995, tahun dimana tekanan-tekanan
yang diberikan oleh masyarakat sipil global semakin meningkat,
pendapatan yang diraup oleh PepsiCo di Myanmar hanya sebesar 8 juta
dollar Amerika Serikat. Walaupun demikian, basis dari masyarakat sipil
global yang memberikan tekanan kepada PepsiCo berada di Amerika
Utara dan Eropa dimana di Amerika Serikat saja, PepsiCo menguasai
pasar minuman sebesar 30,9 persen dan menempati posisi kedua di
bawah Coca-Cola dalam daftar 10 perusahaan minuman terbesar di
Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, keuntungan total yang di
dapatkan oleh PepsiCo sebesar 30 miliar dollar Amerika Serikat dimana
sebagian dari keuntungan total tersebut, yaitu 22 milliar dollar Amerika
Serikat bersumber dari Amerika Utara yaitu Amerika Serikat dan
Kanada. Data-data tersebut menunjukkan bahwa aksi boikot yang
dilakukan oleh masyarakat sipil global yang berbasis di Amerika Utara
dan Eropa dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi PepsiCo.
Hal ini dipertegas oleh Kevin Danaher dan Jason Mark yang
mengatakan bahwa, “Pepsi left because its consumer base among young
people in the United States was more valuable than all of the Pepsi
drinkers in Burma.” 

PepsiCo menjadi target masyarakat sipil global karena kedekatan dari
produk-produk PepsiCo terutama produk minuman Pepsi-Cola generasi
pemuda yang merupakan inisiator awal dari gerakan masyarakat sipil
global menentang operasi bisnis perusahaan multinasional di Myanmar.
Hal ini dipertegas oleh Danaher dan Mark yang menyatakan bahwa, “the
students concentrated on Pepsi because, as a brand-driven corporation
and a company with a massive presence on college and high school
campuses, it was a vulnerable target.” Terlepas dari berbagai aksi yang
dilakukan oleh masyarakat sipil global dan juga signifikansi kerugian
yang dapat diterima oleh PepsiCo, PepsiCo menolak untuk
menghentikan operasi bisnisnya di Myanmar dengan alasan bahwa
keterlibatan PepsiCo di Myanmar merupakan sebuah constructive
engagement.

Pada tahun 1996, PepsiCo mengambil langkah untuk menenangkan
keadaan dengan menjual 40% saham yang dimilikinya dalam
kerjasamanya dengan perusahaan pembuat botol minuman di
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Myanmar. Walaupun demikian, masyarakat sipil global terus
melangsungkan aksi menentang operasi bisnis PepsiCo di Myanmar
dimana hal ini disebabkan oleh penjualan saham PepsiCo dalam
perusahaan botol minuman tersebut tidak mengubah fakta bahwa
PepsiCo masih memproduksi dan menjual produknya di Myanmar. Hal
ini dikarenakan PepsiCo hanya melakukan ‘papershuffle’ yang akibatnya
adalah PepsiCo menjadikan perusahaan penyediaan botol Myanmar
sebagai franchise sehingga perusahaan penyedia botol tersebut memiliki
hak untuk tetap memproduksi produk PepsiCo. Dengan gelombang aksi
yang semakin meningkat, setelah empat tahun, PepsiCo mengumumkan
bahwasanya akan menghentikan segala operasi bisnisnya di Myanmar
pada bulan Januari tahun 1997.

Strategi Jaringan Advokasi Transnasional

Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink menggunakan istilah jaringan
advokasi transnasional merujuk kepada jaringan transnasional yang
terdiri atas sekumpulan aktivis. Jaringan advokasi ini menjadi signifikan
karena dengan membangun hubungan dengan banyak aktor-aktor
lainnya dalam masyarakat sipil, negara dan juga organisasi
internasional, para aktivis ini mampu meningkatkan saluran yang dapat
digunakan untuk mengakses sistem internasional dan juga menyediakan
sumber-sumber internasional dalam perjuangan sosial dan politik yang
dilakukan. Konsekuensi dari terbentuknya jaringan advokasi
transnasional adalah kaburnya hubungan antara negara dengan
warganegaranya dan karena negara juga telah menjadi bagian dari
sistem internasional, hal ini menyebabkan negara juga dapat menjadi
sasaran dari masyarakat-masyarakat lain selain warga negaranya.
Konsekuensi ini tergambar dalam pola bumerang atau the boomerang
pattern yang digambarkan oleh Keck dan Sikkink. 

Gambar 1.1. Boomerang Pattern
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Ketika sebuah negara menutup interaksi dengan aktor-aktor non-negara
baik domestik ataupun internasional, aktor-aktor ini kemudian
mengambil jalan lain dengan menggunakan aliansi internasionalnya
yang mana mampu menekan negaranya untuk menekan negara awal.
Jaringan advokasi transnasional terdiri atas segala bentuk aktor yang
relevan yang bekerja secara internasional terhadap suatu isu dimana
aktor-aktor ini terikat antara satu sama lain dengan ide-ide dan
nilai-nilai bersama dan melakukan pertukaran informasi secara intens
dan jaringan ini lebih cenderung muncul dalam area-area isu yang
memiliki nilai tinggi dan informasi yang tidak jelas. Jaringan advokasi
transnasional dalam banyak hal bersandar kepada mobilisasi informasi
secara strategis dimana hal-hal ini bertujuan untuk mendapatkan
‘pengungkit’ atau tenaga tambahan agar dapat menekan target yang
lebih kuat daripada para aktivis dimana dilakukan baik dengan
mengubah sifat dari debat mengenai isu yang diusung ataupun dengan
membingkai ulang isu-isu yang diusung. Namun, jaringan advokasi
transnasional ini tidak hanya berlaku terhadap negara namun juga
digunakan terhadap aktor-aktor lainnya yang kuat karena jaringan
advokasi memiliki tujuan untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang
diambil oleh negara dan organisasi-organisasi kuat lainnya. 

Jaringan advokasi transnasional dalam kasus PepsiCo memanfaatkan
jaringan yang terbentuk untuk menjalankan tiga aksi politik yang dapat
dijalankan yaitu politik informasi, leverage politics, dan juga politik
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akuntabilitas sebagai taktik untuk mengubah kebijakan yang diambil
oleh aktor-aktor target yang dimaksud. Dalam menjalankan politik
informasi terdapat beberapa pihak yang berkontribusi besar
diantaranya adalah Open Society Institute yang membantu mendanai
BurmaNet sehingga menjadi sumber informasi kredibel yang pertama
mengenai situasi di Myanmar.  Free Burma Coalition disisi lain
merupakan pemain utama dalam politik informasi ini dimana politik
informasi dijalankan dengan membingkai isu yang ada dengan
menunjukkan bahwa kondisi masalah yang ada (state of affairs)
bukanlah sesuatu yang bersifat ketidaksengajaan ataupun alami,
mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas masalah
tersebut dan mengajukan solusi yang kredibel. Para aktivis melalui Free
Burma Coalition membingkai isu mengenai pemerintahan autoritarian
yang ada di Myanmar sebagai sesuatu hal yang berkaitan dengan
korporasi global. Dengan menyatakan bahwa korporasi-korporasi yang
memiliki operasi bisnis di Myanmar berkontribusi terhadap pendapatan
dari SLORC sehingga memperkuat cengkeraman rezim SLORC di
Myanmar, para aktivis menunjukkan bahwa kondisi masalah yang ada
yaitu bertahannya rezim SLORC di Myanmar bukanlah sesuatu yang
alami ataupun sebuah ketidaksengajaan namun bertahannya rezim
SLORC terjadi karena adanya pendapatan yang diperoleh dari korporasi
yang memiliki operasi bisnis di Myanmar. Dengan kondisi masalah yang
demikian, maka para aktivis menyatakan bahwa pihak yang
bertanggung jawab adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di
Myanmar dan solusi yang ditawarkan oleh para aktivis dan yang paling
kredibel adalah dengan menghentikan segala operasi bisnis perusahaan
tersebut di Myanmar. Tanpa adanya BurmaNet tentu saja, Free Burma
Coalition tidak akan mampu untuk membingkai isu di Myanmar
sedemikian rupa. Politik informasi yang dijalankan kemudian
berdampak secara gradual mulai dari aksi boikot yang kemudian
berdampak kepada munculnya selective purchasing law hingga
Executive Order yang pada akhirnya menyebabkan PepsiCo
menghentikan operasi bisnisnya di Myanmar.

Leverage politics tidak akan mampu dijalankan oleh masyarakat sipil
global tanpa adanya jaringan advokasi transnasional yang terjadi antara
Trillium Investment Management, ICCR dan juga Free Burma Coalition
(FBC). Trillium menjalankan kerjasama dengan ICCR yang mengajukan
resolusi pemegang saham kepada PepsiCo. Trillium Investment
Management, melalui Simon Billenness juga menjadi orkestrator dibalik
strategi-strategi yang dijalankan oleh Free Burma Coalition seperti
melakukan aksi boikot mahasiswa dan juga mengajukan selective
purchasing laws. Politik akuntabilitas merupakan aksi yang dilakukan
oleh para aktivis dimana menempatkan aktor target dalam posisi
memiliki akuntabilitas yang rendah. Di dalam perusahaan atau
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korporasi, akuntabilitas perusahaan secara umum terletak pada
komitmen perusahaan terkait suatu isu pada yang dapat ditemukan
dalam code of conduct perusahaan. 

Relevansi politik akuntabilitas dapat dilihat melalui aksi yang dilakukan
oleh para aktivis baik oleh FBC ataupun kelompok mahasiswa dalam
menentang operasi bisnis PepsiCo di Myanmar. Para aktivis mengutip
code of conduct dari perusahaan dan juga kerjasama PepsiCo dengan
pendukung junta militer di Myanmar seperti yang dilakukan oleh para
aktivis di Universitas Harvard dalam menekan PepsiCo terkait kontrak
dengan dining service dengan meminta daftar pihak-pihak yang
bekerjasama dengan operasi bisnis PepsiCo di Myanmar.
Ketidaksesuaian dengan Code of Conduct juga disebutkan dalam Notice
of Annual Meeting of Shareholders yang bertuliskan: 

“Whereas PepsiCo’s Code of Conduct functions as the company’s policy
for worldwide business conduct ……………. We commend PepsiCo for
creating such forward looking guidelines. However we believe these
guidelines fall short in vitally important areas and that, in fact, PepsiCo’s
international conduct, at times, may conflict with the company’s own
guidelines.”

Seperti yang telah terjadi dalam leverage politics, politik akuntabilitas
tidak dapat dijalankan tanpa adanya jaringan advokasi transnasional
yang terjalin antara Trillium Investment Management, FBC, dan ICCR.
Trillium Investment Management melalui kerjasamanya dengan ICCR
yang melayangkan resolusi pemegang saham disertai dengan kontribusi
Trillum Investment Management, melalui Simon Billenness dalam Free
Burma Coalition yang mendorong munculnya aktivisme mahasiswa
secara simultan menyebabkan jatuhnya akuntabilitas perusahaan
PepsiCo.  

Strategi Kampanye Korporasi

Dalam corporate campaign, ditekankan pentingnya pada analisa
struktur kekuatan dimana kunci dari model kampanye ini adalah
dengan mengganggu hubungan antara perusahaan dengan pemangku
kepentingan atau stakeholder dimana dengan terganggunya hubungan
yang dijalankan antara perusahaan dengan stakeholder kemampuan
perusahaan untuk menjalankan bisnisnya terganggu dan secara tidak
langsung memaksa perusahaan untuk memenuhi tuntutan dari para
aktivis. Pemangku kepentingan yang berhubungan dengan PepsiCo dan
menjadi bagian dari strategi masyarakat sipil global diantaranya adalah
pemegang saham institusional dan kelompok religius seperti ICCR,
kelompok-kelompok advokasi seperti Trillium Asset Management, dan
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FBC serta PIRGs, badan-badan regulator seperti pemerintahan kota dan
negara bagian yang mengadopsi selective purchasing laws, badan
legislatif negara yang mengesahkan peraturan eksekutif atau executive
order, para konsumen dan publik yang diwakili oleh para mahasiswa
dan juga masyarakat secara keseluruhan yang mendukung aksi boikot
terhadap PepsiCo di Myanmar.  Terkait dengan aksi masyarakat sipil
global dalam mendorong PepsiCo agar menghentikan operasi bisnisnya
di Myanmar, terdapat beberapa taktik yang dijalankan oleh para aktivis
yaitu taktik regulasi, taktik legislatif, taktik politik, taktik finansial, dan
taktik komersial. Selain itu, corporate campaign ini juga menargetkan
kepada reputasi dari perusahaan dan taktik-taktik yang dilakukan oleh
para aktivis mampu mempengaruhi reputasi dari PepsiCo. 

Taktik regulasi pada dasarnya merupakan sebuah taktik yang dijalankan
dengan memanfaatkan badan-badan regulator atau
departemen-departemen pemerintahan baik dalam level negara, federal
ataupun internasional sebagai wilayah bagi para aktivis untuk
menyerang perusahaan. Dalam aksi yang dilakukan oleh masyarakat
sipil global untuk menyerang PepsiCo, taktik regulasi ini digunakan
dalam bentuk selective purchasing law. Dengan memasukkan proposal
mengenai selective purchasing law terhadap perusahaan-perusahaan
yang menjalankan operasi bisnis di Myanmar, para aktivis berusaha
memanfaatkan badan-badan regulator dan juga pemerintah untuk
menggunakannya sebagai wilayah untuk melawan PepsiCo. Dalam
selective purchasing laws di negara bagian Massachussets, masyarakat
sipil global memanfaatkan para regulator terytama bagian pembelian
dalam dalam memberlakukan penalti yang dapat menyebabkan PepsiCo
beserta perusahaan-perusahaan lainnya yang menjalankan operasi di
Myanmar untuk rugi dalam kontrak-kontrak yang ditawarkannya
kepada negara bagian Massachussets. Selective purchasing law yang
diberlakukan oleh negara bagian Massachussets memiliki signifikansi
tersendiri. Hal ini diungkapkan oleh Naomi Klein yang menyatakan
bahwa, 

“It may all sound like Alice in Wonderland, but the boycotts do affect the
multinationals. They may smile at a tie-dyed college town like Berkeley
boycotting everything but hemp paper and Bridgehead coffee, but when
rich states like Massachusetts and Vermont get in on the action, the
corporate sector is not amused.”

Diadopsinya selective purchasing laws oleh negara bagian
Massachussets dan juga 11 kota lainnya secara tidak langsung
menandakan bahwa di negara bagian Massachussets dan juga 11 kota
tersebut, para aktivis berhasil mengalahkan PepsiCo. Dalam banyak hal,
selective purchasing laws merupakan produk dari Trillium Investment
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Management melalui Simon Billennes di dalam Free Burma Coalition
yang menentang keberadaan perusahaan multinasional yang
menjalankan operasi bisnis di Myanmar. Free Burma Coalition
kemudian mendorong para pendukungnya untuk melakukan aksi demo
hingga mengirimkan surat kepada kantor Gubernur Weld demi lolosnya
selective purchasing laws.

Taktik legislatif dijalankan oleh para aktivis dengan memanfaatkan
kekuatan pemerintah secara spesifik yaitu badan legislatif sebagai
wilayah untuk menyerang perusahaan. Isu ini tidak dapat secara
langsung dibawa oleh para aktivis kepada badan legislatif namun harus
melalui anggota badan legislatif. Hal ini ditegaskan oleh Kevin Danaher
dan Jason Mark yang menyatakan bahwa, “By making Burma a popular
issue, the FBC created the political climate to make federal sanctions
against the SLORC a possibility.” Dalam kasus masyarakat sipil global
dengan PepsiCo dalam penelitian ini, isu mengenai
perusahaan-perusahaan yang menjalankan operasi bisnis di Myanmar
menjadi perhatian dari Senator McConnell dan juga Moynihan yang
pertama kali mengajukan proposal terhadap Kongres Amerika Serikat
agar mengeluarkan kebijakan berupa undang-undang yang memberikan
sanksi terhadap Myanmar berupa larangan investasi di Myanmar.
Terlepas dari kegagalan yang didapatkan oleh McConnell dan Moynihan
beserta para aktivis dalam congressional hearing terkait
undang-undang tersebut, isu mengenai Myanmar ini tetap hidup di
dalam kongres dan menghasilkan amandemen yang dipromosikan oleh
William Cohen dan Dianne Feinstein yang memberikan mandat kepada
presiden agar melarang segala bentuk investasi di masa depan apabila
SLORC melakukan aksi penyerangan terhadap Aung San Suu Kyi dan
juga para pendukung NLD. Amandemen ini menyebabkan kemenangan
para aktivis terhadap PepsiCo berada dalam status quo. Namun,
terjadinya insiden penyerangan SLORC terhadap para pendukung NLD
dan juga Aung San Suu Kyi di tahun 1996 secara otomatis mengaktifkan
amandemen tersebut dan secara pasti undang-undang larangan
investasi diberlakukan sehingga menyebabkan PepsiCo pada akhirnya
menghentikan operasi bisnisnya di Myanmar dan memastikan
kemenangan dari para aktivis terhadap PepsiCo. 

Taktik legislatif walaupun tidak secara langsung dilakukan oleh
masyarakat sipil global, namun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
masyarakat sipil global merupakan katalis dari berjalannya taktik
legislatif yang dilakukan oleh aktor lainnya. Aktivisme yang dijalankan
oleh Free Burma Coalition dalam menciptakan sebuah iklim politik yang
kemudian dimanfaatkan oleh Senator McConnell dalam membawa isu
Myanmar dalam badan legislatif pemerintahan Amerika Serikat. 
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Taktik politik dilakukan dengan mengubah isu yang diusung oleh aktivis
sebagai isu elektoral. Dalam rangka meningkatkan tekanan terhadap
PepsiCo, para aktivis berusaha untuk meloloskan selective purchasing
law dalam tingkat pemerintahan negara bagian yaitu negara bagian
Massachussets. Namun, rencana ini terhambat oleh hak veto yang
dimilikii oleh Gubernur Massachussets, William Weld, yang merupakan
kaum pro-bisnis sehingga meningkatkan kemungkinan kegagalan
diterapkannya selective purchasing law di negara bagian
Massachussets. Namun segera, hal ini berhasil diatasi dengan
mengubah isu selective purchasing law ini sebagai sebuah isu elektoral.
Dengan komando dari Simon Billennes untuk terus mempersuasi
Gubernur Weld melalui surat ataupun surel, muncul wacana bahwa
dengan menyetujui selective purchasing law akan mampu
meningkatkan elektabilitias dari Gubernur Weld yang mencalonkan diri
dalam Senat Amerika Serikat dalam pemilu selanjutnya dimana lawan
yang dihadapi adalah John Kerry yang sebelumnya mendukung
pemerintah agar mengirimkan dana bantuan terhadap pemerintahan
SLORC dalam mengatasi perdagangan narkoba.

Di dalam pandangan masyarakat sipil global sikap John Kerry
dipandang negatif karena masyarakat sipil global menginginkan agar
segala bentuk aliran dana ke dalam rezim SLORC untuk ditutup. Disisi
lain, apabila Gubernur Weld menyetujui selective purchasing law maka
Gubernur Weld mampu memperoleh citra positif dari masyarakat sipil
global sebagai dampaknya, tingkat elektabilitas yang dimilikinya
meningkat. Diubahnya isu mengenai selective purchasing law menjadi
sebuah isu elektoral ini pada akhirnya mendorong Gubernur Weld
untuk menyetujui selective purchasing law. Hal ini dipertegas oleh
Arquilla dan Rondfedt yang menyatakan bahwa

“Weld had old-fashioned political reasons for signing the Burma bill. His
opponent in the 1996 race for the U.S. Senate, incumbent Democratic
Senator John Kerry, had wavered on the issue of federal sanctions
against Burma and had supported continued U.S. antinarcotics aid to
the SLORC regime. Weld saw an opening that would embarrass Kerry
and help him pick up support among the state’s progressive voters.”

Dengan demikian, taktik politik disini tidak dapat dijalankan tanpa
adanya pendorong yang muncul dari Simon Billenness yang
mengkomandokan para anggota ataupun simpatisan untuk terus
menekan ataupun mempersuasi Gubernur Weld. Taktik finansial, disisi
lain, pada dasarnya menggunakan sumber-sumber finansial dari target
aktor untuk menekan target aktor agar melakukan hal yang diinginkan
oleh para aktivis. Hal ini biasa dilakukan dengan menggunakan resolusi
pemegang saham atau shareholder resolutions untuk menekan
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perusahaan agar mengubah kebijakannya. Shareholder resolutions ini
merupakan sebuah mekanisme yang diatur oleh Securities and
Exchange Commission (SEC) dimana SEC menyelenggarakan
pertemuan rutin untuk membahas resolusi yang dilayangkan oleh para
pemegang saham kepada perusahaan. Dalam rangka mendorong
PepsiCo agar menghentikan operasi bisnisnya di Myanmar, para aktivis
menggunakan taktik finansial ini melalui ICCR yang melayangkan
resolusi agar PepsiCo menghentikan operasi bisnisnya di Myanmar.
Terlepas dari tidak lolosnya resolusi yang dilayangkan terhadap
PepsiCo, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini berhasil menarik
perhatian para pejabat perusahaan untuk berpikir ulang mengenai
kebijakan perusahaan. “Shareholder resolutions serve to increase public
awareness about an issue while also forcing corporate executives onto
the defensive.”

Taktik finansial sendiri tidak muncul secara independen namun
merupakan hasil dari kerjasama antara Trillium Investment
Management dengan ICCR. Kepemilikan saham PepsiCo oleh ICCR
menyebabkan ICCR memiliki hak suara dan juga hak untuk mengajukan
sebuah resolusi dalam shareholder resolutions yang diselenggarakan
setiap tahunnya. Tanpa adanya kerjasama dengan ICCR, Trillium
Investment Management tidak mampu menjalankan taktik finansial. 

Taktik komersial memfokuskan pada hubungan antara perusahaan
dengan para pemangku kepentingan yang ada di dalam perusahaannya
terutama yang berkaitan dengan aktivitas bisnis harian yang dilakukan
oleh perusahaan, melibatkan para konsumen, penyedia, produk dan
juga merk yang diproduksinya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa
taktik komersial pada intinya merupakan sebuah market-place-tactic
seperti yang diungkapkan oleh Manheim dimana Manheim juga
menyatakan bahwa taktik ini pada umumnya terwujud dalam bentuk
boikot konsumen. Untuk mendorong PepsiCo agar menghentikan
operasi bisnisnya di Myanmar, para aktivis telah melakukan taktik
komersial dalam bentuk boikot konsumen dan terwujud dalam bentuk
boikot-boikot yang dilakukan oleh para mahasiswa dan juga Free Burma
Coalition dalam International Day of Action to Free Burma hingga
selective purchasing law yang diadopsi oleh negara bagian
Massachussets dan 11 kota lainnya. Simon Billennes mengatakan bahwa,
“The student pressure on Pepsi was a primary boycott: It targeted a
single corporation because of a specific abuse, namely, profiting from
forced labor. Selective purchasing laws, on the other hand, represent
secondary boycotts; they affct a host of companies for simpy being
involved with criminals.” 

Secara keseluruhan taktik komersial yang dijalankan dengan aksi-aksi
boikot di dorong oleh Free Burma Coalition dan juga Trillium
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Investment Management. Free Burma Coalition menggalang aksi boikot
International Day of Action to Free Burma sedangkan Simon Billenness
dari Trillium Investment Management banyak terlibat baik dalam FBC
ataupun dalam aksi-aksi boikot universitas, seperti contohnya aksi
boikot di Universitas Harvard.

Taktik hubungan publik merupakan sebuah taktik yang bertujuan untuk
memperoleh perhatian massa yang pada umumnya dilakukan dengan
menggunakan media massa. Para aktivis tidak menggunakan taktik
hubungan masyarakat secara langsung terhadap PepsiCo namun taktik
ini muncul sebagai efek samping dari taktik-taktik yang sebelumnya
dijalankan oleh para aktivis. Hal ini dapat dilihat melalui sorotan
media-media besar seperti New York Times dan USA Today yang baru
didapatkan oleh para aktivis melalui keberhasilan Universitas Harvard
dalam memboikot PepsiCo. Shareholder resolutions juga secara tidak
langsung menghadirkan sorotan publik. Lolosnya selective purchasing
law di negara bagian Massachussets juga menjadi katalis dari
munculnya taktik hubungan masyarakat dimana sebagian besar kantor
Gubernur sendiri yang menginginkan sebuah media event terkait
diloloskannya selective purchasing law di negara bagian Massachussets.

Dampak Penggunaan Strategi Kampanye Korporasi terhadap
Reputasi PepsiCo

Taktik-taktik yang telah dilakukan oleh masyarakat sipil global dalam
strategi corporate campaign dimaksudkan untuk merusak reputasi yang
dimiliki oleh PepsiCo. Reputasi menjadi instrumen utama kampanye
korporasi untuk menekan perusahaan agar mengubah kebijakannya.
Indikator dari reputasi dapat diukur melalui pasar konsumen dan juga
pasar saham. Di tahun 1995 dimana aksi boikot dari mahasiswa
mencapai puncaknya, diiringi dengan keberhasilan Universitas Harvard
dan juga dilangsungkannya International Day of Action to Free Burma,
menurut data yang dihimpun oleh van der Zwart dan van Tulder
PepsiCo mengalami penurunan omset sebesar 32,7% dan keuntungan
sebesar 8,3%. Seiring dengan diberlakukannya selective purchasing
laws, sepanjang tahun 1996 PepsiCo mengalami penurunan omset
hingga dalam quarter keempat tahun 1996 mencapai 85% dan juga
penurunan keuntungan sebesar 28,5%. Penurunan omset dan
keuntungan PepsiCo tersebut tidak dapat dipungkiri merupakan
dampak dari aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat sipil global. Hal
ini dapat dibuktikan melalui peningkatan keuntungan bersih hingga
85% yang terjadi di tahun 1997 setelah PepsiCo mengumumkan akan
menutup seluruh operasi bisnisnya di Myanmar.  
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Sementara itu, saham PepsiCo dalam pasar modal pun terkena dampak
dari aksi yang dilakukan oleh masyarakat sipil global. Aksi-aksi yang
dilakukan oleh masyarakat sipil global mampu mempengaruhi reputasi
dari PepsiCo dan kemudian hal ini terefleksi oleh perilaku investor
terhadap saham yang dimiliki oleh PepsiCo yang dapat dilihat melalui
pasar saham. Harga saham PepsiCo turun sebesar 2,3% sejak
pengumuman bahwa PepsiCo menjual saham sebesar 40% yang
dimilikinya dalam kerjasama dengan Myanmar. 

Grafik 3.1 Data Harga Saham PepsiCo 1995-1997

Grafik diatas menunjukkan penurunan signifikan dari harga saham
PepsiCo terutama dari bulan Maret 1996 hingga Mei 1996. Mei 1996
hingga Juni 1996 merupakan masa-masa dimana masyarakat sipil global
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sedang gencar dalam mengadvokasikan agar selective purchasing law
diberlakukan di negara bagian Massachussets. Tekanan-tekanan yang
semakin meningkat pun akhirnya mendorong PepsiCo untuk menjual
saham sebesar 40% yang dimilikinya dalam kerjasamanya dengan PPM
pada akhir bulan April 1996. Spekulasi kemudian muncul mengenai
kemungkinan dihentikannya operasi bisnis PepsiCo di Myanmar
sehingga menyebabkan turunnya harga saham PepsiCo. Walaupun tidak
ada reaksi secara langsung terhadap nilai saham PepsiCo setelah
PepsiCo mengumumkan dihentikannya operasi bisnis PepsiCo yang
dijalankan di Myanmar, terdapat kecenderungan peningkatan harga
saham PepsiCo. 

Kesimpulan

Melalui pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tanpa
adanya strategi maka usaha masyarakat sipil global untuk menghentikan
operasi bisnis PepsiCo di Myanmar sulit untuk diwujudkan dikarenakan
tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai operasi bisnis di
wilayah-wilayah tidak demokratis. Melalui pembahasan juga dapat
disimpulkan bahwa keberhasilan masyarakat sipil global dalam
mendorong PepsiCo agar menghentikan operasi bisnis di Myanmar
disebabkan oleh aplikasi dari strategi jaringan advokasi transnasional
atau transnational advocacy networks dan juga strategi kampanye
korporasi Kedua strategi tersebut tidak secara langsung menyebabkan
PepsiCo menghentikan operasi bisnisnya di Myanmar namun kedua
strategi tersebut menimbulkan efek yaitu dikeluarkan kebijakan oleh
pemerintah Amerika Serikat dan menjadi alasan bagi PepsiCo untuk
menghentikan operasi bisnisnya di Myanmar. 
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